PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR !9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINITRASI BERUPA DENDA

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan
memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI
ADMINITRASI BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.



4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak,

6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Siak.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-
P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan
/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan, kecuali kawasan ayng
digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.

11. Nilai Jual. Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak
kena pajak.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

13. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bank atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari
Wajib Pajak dan memindah bukukan saldo penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan ke Kas Daerah.

14. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti
sah pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan dari tempat pembayaran
yang diterima oleh wajib pajak.

15. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok
pajak yang terutang berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai
akibat keterlambatan pajak yang terutang.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pembebasan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 yang terutang di
Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
daerah;

b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah; dan

¢. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pajak.

Pasal 3

(1) Pembebasan sanksi administrasi berupa denda diberikan kepada wajib
pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang mulai tahun
2003 sampai dengan tahun 2024 khusus untuk PBB-P2.

(2) Pembebasan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan kepada wajib pajak yang melunasi pokok ketetapan pajak.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 4 September 2024 sampai
dengan tanggal 27 Desember 2024,



(2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Wajib pajak sebelum melakukan pembayaran, harus datang terlebih
dahulu ke Badan Keuangan Daerah atau Unit Pengelolaan Pendapatan
Badan Keuangan Daerah untuk melakukan konfirmasi tunggakan dan
denda.

(2) Setelah melakukan konfirmasi, wajib pajak dapat membayar secara
lansung pajak yang terutang ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

(3) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima
pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dari Wajib Pajak dan memindah bukukan saldo penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan ke Kas Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2024

Diundang di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ). September 2024

SE/ﬁRE S DAERAH KABUPATEN SIAK,
(

AREQ\N USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR (g



